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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pelayanan Publik 

Menurut Mahmudi (2010:223), pelayanan publik dapat dipahami sebagai 

serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh penyelenggara layanan publik dalam 

rangka memenuhi kebutuhan masyarakat serta menjalankan ketentuan yang telah 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 

Pada dasarnya, wacana tentang pelayanan publik menjadi perhatian yang 

sangat penting, karena pelayanan publik merupakan hak dasar setiap warga negara 

dan juga merupakan kewajiban negara untuk menyelenggarakannya. Dalam 

perspektif yuridis, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, 

khususnya pada alinea keempat, yang menegaskan bahwa tujuan pembentukan 

negara Indonesia adalah untuk melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah 

Indonesia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa, dan berkontribusi dalam mewujudkan ketertiban dunia. 

Salah satu fungsi pokok negara adalah menyediakan layanan bagi 

warganya, baik berupa jasa maupun sarana pendukung. Tingkat kualitas 

pelayanan publik bahkan dapat dijadikan tolok ukur dalam menilai sejauh mana 

kemajuan suatu negara. Dengan demikian, ketika sebuah negara berupaya 

bergerak menuju tingkat pembangunan yang lebih tinggi, peningkatan pelayanan 

publik menjadi prioritas utama. Hal ini juga berlaku bagi Indonesia yang tengah 

bertransformasi menuju negara maju, di mana perbaikan kualitas layanan publik 

ditempatkan sebagai aspek penting. Pemerintah menyadari bahwa ketika 

masyarakat memperoleh haknya berupa pelayanan yang layak, maka mereka pun 

akan lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya. 

Seiring dengan perkembangannya, pelayanan publik telah menjadi objek 

kajian yang semakin mendalam. Permintaan terhadap layanan juga terus 

meningkat, sehingga dibutuhkan analisis yang cermat dan berkelanjutan agar 
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tujuan utama, yaitu terpenuhinya kebutuhan masyarakat melalui layanan yang 

diberikan oleh organisasi pemerintahan, dapat tercapai. Layanan tersebut dapat 

berupa public good maupun public regulator sesuai dengan fungsi dan peran 

negara. 

Pada dasarnya, pelayanan publik merupakan amanah dalam Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa 

pelayanan publik adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan warga negara maupun penduduk atas barang, jasa, dan layanan 

administratif sesuai ketentuan hukum. Perlu dipahami bahwa istilah “barang” 

dalam regulasi ini tidak merujuk pada komoditas yang biasa diperjualbelikan 

sehari-hari, melainkan pada public goods yang penyediaannya menjadi kewajiban 

pemerintah. 

Salah satu bentuk layanan yang diberikan kepada masyarakat adalah 

pengelolaan administrasi kependudukan, yang menjadi kewajiban pemerintah 

daerah baik di tingkat kota maupun kabupaten. Proses ini berawal dari desa atau 

kelurahan sebagai garda terdepan dalam pendaftaran, sehingga setiap warga dapat 

tercatat secara resmi sebagai penduduk Indonesia sesuai dengan ketentuan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

Layanan tersebut harus dilaksanakan secara tepat dan cepat agar masyarakat 

sebagai penerima merasakan kepuasan. Penyelenggaraan pelayanan publik 

dilakukan oleh aparat pemerintah melalui lembaga yang memiliki kewenangan. 

Tingkat efektivitas kinerja pemerintah dapat dilihat dari pencapaian sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang 

berkualitas, diperlukan adanya standar yang mengukur layanan yang diberikan 

pemerintah kepada masyarakat. Standar tersebut mencakup informasi mengenai 

prosedur, persyaratan, waktu, serta biaya pelayanan, sehingga penyelenggaraan 

pelayanan publik dapat berlangsung lebih efisien dan transparan. 

Kabupaten Musi Banyuasin merupakan salah satu daerah di Provinsi 

Sumatera Selatan yang menyelenggarakan berbagai bentuk pelayanan publik, 

termasuk pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Setiap 

Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia 17 tahun ke atas atau telah menikah 

diwajibkan memiliki KTP sebagai bukti resmi kependudukan sekaligus identitas 
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kewarganegaraan. 

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin:  

Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan yang semakin 

Meluas, Tertib, Valid, dan Berkualitas. 

 

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk yang memiliki KTP Elektronik menurut 

Kecamatan Tahun 2024 

(Terakhir Diperbarui : Feb 07, 2025 03:33:51) 

 

KECAMATAN 

WAJIB 

KTP 

MEMILIKI 

KTP 

BELUM MEMILIKI 

KTP 

SEKAYU 70302 69922 380 

LAIS 41043 40837 206 

SUNGAI KERUH 18324 18229 95 

BATANG HARI 

LEKO 
17435 17318 117 

SANGA DESA 25431 24805 626 

BABAT TOMAN 28567 28378 189 

SUNGAI LILIN 49042 47742 1300 

KELUANG 26662 26508 154 

BAYUNG LENCIR 69194 68417 777 

PLAKAT TINGGI 20948 20791 157 

LALAN 32602 32390 212 

TUNGKAL JAYA 42026 41650 376 

LAWANG WETAN 20269 20139 130 

BABAT SUPAT 28681 28458 223 

JIRAK JAYA 15037 14956 81 

Info team satu data muba 
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Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) adalah dokumen identitas 

resmi yang wajib dimiliki setiap warga negara Indonesia dan dikeluarkan oleh 

instansi berwenang dengan masa berlaku di seluruh wilayah Indonesia. 

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2012 yang 

merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 

mengenai penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), 

sebagaimana tercantum dalam Pasal 10A, e-KTP memiliki fungsi ganda, yakni 

sebagai bukti identitas diri sekaligus keterangan tempat tinggal penduduk. 

Keberadaan dokumen ini digunakan dalam berbagai keperluan, baik dalam 

lingkup administrasi pemerintahan, pelayanan publik, maupun sektor swasta, 

seperti perbankan, perizinan, perdagangan, usaha, perpajakan, asuransi, dan 

urusan pertanahan. Implementasi e-KTP sendiri dilatarbelakangi oleh kelemahan 

sistem pembuatan KTP konvensional di Indonesia yang memungkinkan seseorang 

memiliki lebih dari satu identitas, akibat belum adanya basis data kependudukan 

yang terintegrasi secara nasional, sehingga menimbulkan potensi terjadinya 

kecurangan berupa penggandaan kartu identitas. 

Dalam penelitian ini, peneliti menilai bahwa proses pelayanan pembuatan 

e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin 

masih belum terlaksana secara optimal. Kondisi tersebut dapat ditinjau dari 

beberapa indikasi berikut: 

1. Penerapan slogan 3S (Sapa, Senyum, dan Santun) di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin 

belum terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari masih kurangnya 

sikap ramah pegawai dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. 

2. Beberapa pegawai masih menunjukkan respon yang kurang tanggap 

terhadap masyarakat yang membutuhkan layanan, terutama bagi 

mereka yang belum memahami prosedur dalam pengurusan e-KTP. 

3. Fasilitas dan sarana pendukung dalam proses pembuatan e-KTP belum 

sepenuhnya optimal. Sebagian besar sarana masih bergantung pada 

pengadaan dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat, seperti blanko dari 

pemerintah pusat serta ribbon dan film. Selain itu, penggunaan 
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peralatan secara terus-menerus sering menimbulkan gangguan atau 

kerusakan, sehingga berdampak pada keterlambatan dan lamanya 

waktu pelayanan kepada masyarakat. 

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa hal tersebut menjadi salah satu 

hambatan dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Hasil 

observasi penulis menunjukkan bahwa proses pelayanan pembuatan Kartu Tanda 

Penduduk Elektronik (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Musi Banyuasin masih mengalami berbagai kendala. Hal ini terlihat 

dari berbagai hambatan yang muncul dalam proses pelayanan e-KTP. Adapun 

kendala yang ditemui antara lain sebagai berikut: 

• Sebagian masyarakat belum memperoleh e-KTP akibat proses yang 

rumit dan memakan waktu lama. 

• Prosedur birokrasi dalam penerbitan e-KTP berjalan lambat dan tidak 

memberikan kepastian waktu penyelesaian pencetakan. 

• Kapasitas sistem server yang digunakan masih terbatas sehingga 

menghambat pelayanan. 

• Sosialisasi terkait prosedur pembuatan e-KTP kepada masyarakat 

masih kurang optimal. 

• Respons serta perhatian pegawai dinas dalam memberikan pelayanan 

belum berjalan maksimal. 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pelayanan 

Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin.”  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan 

masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu ‘Bagaimana Implementasi 

Kebijakan Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin?’ 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan yang ingin dicapai 

dari penelitian ini adalah untuk ‘Mengetahui Implementasi Kebijakan Pelayanan 

Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin.’ 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan 

dan menambah pengetahuan di bidang Ilmu Administrasi Publik, 

khususnya terkait dengan Implementasi Kebijakan Pelayanan Pembuatan 

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Adapun hasil penelitian ini juga dapat memberikan manfaat praktis 

sebagai berikut: 

a. Sebagai sarana untuk melatih kemampuan berpikir kritis melalui 

penyusunan karya ilmiah, serta mengembangkan keterampilan penulis 

dalam menerapkan dan memperdalam pemahaman di bidang Ilmu 

Administrasi Publik, khususnya yang berkaitan dengan aspek 

implementasi kebijakan dan pelayanan publik. 

b. Sebagai masukan bagi pemerintah di instansi, khususnya di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin 

mengenai pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-

KTP). 

c. Sebagai referensi agar memberikan kontribusi bagi penelitian-

penelitian selanjutnya di masa depan. 
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